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ABSTRACT:  
  
This research aims to examine and analyze the implementation of the Village-Owned Enterprise Program 
Policy in Tahima Soroma Village, South Jayapura District, Jayapura City, while also identifying the supporting 
and inhibiting factors that influence its execution. Additionally, it seeks to evaluate the various efforts made 
to implement this policy as part of broader strategies for poverty eradication and improving the welfare of 
the village community. Using a qualitative descriptive research method, this study relies on both primary 
and secondary data sources, collected through in-depth interviews, direct observations, and documentation 
analysis. The findings indicate that the implementation of the Village-Owned Enterprise Program Policy in 
Tahima Soroma Kayo Village has not yet been fully successful, as several key indicators of policy 
effectiveness remain unmet. The supporting and inhibiting factors identified in this research include welfare-
related aspects, community participation levels, accessibility to necessary resources, and the degree of 
control exerted over the program’s operations. Despite these challenges, efforts to implement this policy 
continue to be pursued, recognizing its significant role in fostering economic empowerment, enhancing local 
entrepreneurship, and ultimately improving the overall standard of living for the village community. 
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1. PENDAHULUAN  
 

Era otonomi saat ini bukan hanya daerah yang memiliki otonomi daerah akan 

tetapi kampung juga memiliki otonomi kampung yang dimana kampung memiliki hak dan 

kewenangan penuh dalam mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri 

sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesajahteraan 

masyarakat yang ada di kampung yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Seiring berjalannya waktu undang-undang tersebut mengalami 

perubahan menyesuaikan keadaan yang terjadi, hingga pemerintah memiliki inisiatif 

untuk mengeluarkan undang-undang tentang Kampung. 

Sebagail daerah yangl memiliki otonomil penuh, untukl menjalankan 

lpemerintahannya, makal kampung harusl mencari danal sendiri untukl mengembangkan 
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kampungnya. Meskil sekarang dalaml Undang-undangl Nomor 6l Tahun 2014l 

menyatakan bahwal kampung akanl mendapatkan bantuanl dari APBNl setiap tahunnyal 

sekitar 600l juta hinggal 1,2l Milyar yangl tercantum dalaml UU Nomor 6l Tahun 2014l 

pasal 72l ayat (1) danl ayat (4) tentangl kampung, akanl tetapi kampung tidakl 

sepenuhnya menggantungkanl pendapatannya daril bantuan ltersebut. Karenal sebelum 

lUndang-undangl tersebut diberlakukanl bantuan alokasil dana kampung tidakl ada danl 

kampung harusl menguras tenagal dan memutarl otak untukl mendapatkan Pendapatanl 

Kampung yangl maksimal. Makal dari itul kampung harusl menggali potensil kampung 

baikl dari segil Sumber Dayal Alam (SDA) maupunl dari segil Sumber Dayal Manusia (SDM) 

yangl ada dil kampung tersebutl yang nantinyal akan menjadil sumber pendapatanl 

kampung danl akan masukl kedalam kasl kampung ataul keuangan kampung (Pentury, 

dkk, 2023; Bisri, dkk, 2023). 

Tujuanl utama yangl ingin dicapail oleh Pemerintahl Indonesia pada khususnyal 

masyarakat kampung tentul dicapai melaluil beberapa kebijakanl atau kebijakan sebuah 

programl yang sudahl berjalan sejakl adanya otonomil daerah bebagai bentukl kebijakan 

pembangunanl kampung. Kebijakan Pembangunanl Kampung adalah langkahl yang akanl 

diambil olehl semua perangkatl suatu organisasil dengan rencana untukl mencapai lvisi, 

lmisi, danl tujuan. Namunl kenyataannya, pembangunanl kampung masihl kurang secara 

optimal, masihl banyak kampung yangl masuk kategori ltertinggal (Siddik, 2015). Tetapi 

di sisi lain berbagail upaya terusl dilakukan pemerintahl untuk mengatasil masalah inil 

mentransformasi kampung tertinggal denganl meningkatkan anggaran pembangunan 

kampung tahun demi tahun, untuk mengurangi jumlah kampung yang tertinggal 

(Suharto, 2005). 

BUMKam merupakanl badan usahal milikl kampung yangl didirikanl atasl dasarl 

kebutuhanl danl potensil kampungl sebagail upayal peningkatanl kesejahteraanl 

lmasyarakat. Berkenaanl dengan perencanaanl dan lpendiriannya, BUMKam dibangunl 

atas prakarsal dan partisipasil masyarakat. BUMKam jugal merupakan perwujudanl 

partisipasi masyarakatl kampung secaral keseluruhan, sehinggal tidak menciptakanl 

model usahal yang dihegemonil oleh kelompokl tertentu ditingkatl kampung. lArtinya, 

tatal aturan inil terwujud dalaml mekanisme kelembagaanl yang lsolid. Penguatanl 

kapasitas kelembagaanl akan terarahl pada adanyal tata aturanl yang mengikatl seluruh 

langgota. 

Istilah BUMKam tersebut juga muncul melalui PPl Nomor 11l tahun 2021l Badan 

Usahal Milik Kampung. Upayal tersebut kemudianl dipertegas melaluil undang-undangl 

Nomor 6l tahun 2014l yang lberbunyi: “Badanl Usaha Milikl Kampung ataul yang disebutl 

BUMKam adalahl badan usahal yang seluruhl atau sebagianl besar modalnyal dimiliki 

olehl kampung melaluil penyertaan secaral langsung yangl berasal daril kekayaan 

kampung yangl dipisahkan gunal mengelola laset, jasal pelayanan, danl usaha lainnyal 

untuk lsebesar-besarnyal kesejahteraan masyarakatl kampung” Sebagil lembaga usahal 

kampung, BUMKam dikelolal oleh masyarakatl dan pemerintahl kampung dalaml upaya 
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memperkuatl perekonomian kampung danl dibentuk berdasarkanl kebutuhan danl 

potensi kampung yangl disepakati melaluil musyawarah kampung danl ditetapkan 

denganl peraturan kampung. 

Pengaturanl Badan Usahal Milik Kampung (BUMKam) dil atur dalaml UU terbarul 

Nomor 6l Tahun 2014l tentang Kampung jugal di singgungl Badan Usahal MIlikl Kampung, 

yangl selanjutnyal ddisebutl lBUMKam, adalahl Badanl Usahal yangl seluruhl ataul 

sebagianl besarl modalnyal dimilikil olehl kampungl yangl dipisahkan gunal mengelola 

laset-laset, jasal pelayanan, danl usaha lainnyal untuk kesejahteraanl masyarakat. Saatl 

ini, landasanl hukum mengenail keberaadaan danl tata kelolal BUMKam semakinl di 

perjelasl oleh pemerintahl dengan keluarnyal Pemdes Nomor 4l Tahun 2015l di jelskanl 

secara terperincil mengenai prosesl pendirian BUMKam, siapal saja yangl berhak 

meneglolal BUMKam permodalanl BUMKam, jenisl usaha yangl di lperbolehkan, sampail 

dengan pelaporanl dan pertanggungl jawaban pelaporanl BUMKam dil atur dalaml 

permen lini. 

Badanl Usaha Milikl Kampung (BUMKam) didirikanl hampir diseluruhl kawasan 

kampung yangl tersebar dil Indonesia, begitul juga denganl salah satul kampung yangl 

bernama Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau yang berlokasi tepatnya dil Distrik Selatanl 

Kota lJayapura. Kampungl Tahima Soroma Kayol Pulau dari enam kampung lainnya yakni 

Kampung Enggros, Kampung Holtekam, Kampung Mosso, Kampung Skow Yambe, 

Kampung Kayo Batu, dan Kampung Waena yang melaksankan program BUMKam dalam 

pemberdayaan masyarakat kampung oleh Pemerintah Kampung. 

Pemerintah Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau mendirikan BUMKam 

berdasarkanl hasil musyawarahl Kampung sebagail upaya pendayagunaanl potensi 

sumberl daya lmanusia, lekonomi, lsosial, budayal dan lalam, mampul dikelola lsebesar-

besarnyal oleh kampung khususl untuk meningkatkanl Pendapatan Aslil Kampung 

(PAKam) Kampung Tahimal Soroma Kayol Pulau. 

Kampungl Tahima Soromal Kayo Pulaul ternyata memiliki kondisi BUMKam padal 

umumnya tidakl dapat berkembangl dengan lbaik, dimanal pada umumnyal BUMKam 

tidakl beroperasi dengan lancar sebagaimanal mestinya. Tentul hal lini, sangatl merugikan 

masyarakatl dan pemerintahl yang mengharapkanl ekonomi tumbuhl dan berkembangl 

dari kekuatanl masyarakat yangl ada dil Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau. Hall ini 

disebabkanl karena Pemerintahl Daerah Kota Jayapura beluml mengadakan programl 

khusus untukl pengenalan danl pengembangan BUMKam kel Pemerintah Kampung, 

sepertil bimbingan teknisl mengenai BUMKam, pembinaanl terhadap pengurusl 

BUMKam, danl pelatihan pengelolaanl keuangan BUMKam. 

 

2. METODE PENELITIAN  

Penelitian Peneliti menggunakan pendekatan penelitianl kualitatif. Penelitianl 

kualitatif dapatl diartikan sebagail peneltian yangl menghasilkan datal deskriptif 
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mengenail kata-katal lisan maupunl tertulis, danl tingkah lakul yang dapatl diamati daril 

orang-orangl yang ditelitil dengan penjelasanl secara terperincil tentang permasalahanl 

yang berhubunganl dengan teoril dan datal yang lada, sehinggal mendapat suatul 

kesimpulan (Sugiyono, 2009: 166).  

Permasalahanl dalam penelitianl ini adalahl untuk mengetahuil secara mendalaml 

tentang mengenail Implementasi Kebijakan Programl Badan Usahal Milik Kampung Dil 

Kampung Tahimal Soroma Kayol Pulau Distrikl Jayapura Selatanl Kota lJayapura, dil 

samping itul juga akanl dibahas tentangl faktor apal saja yangl mendukung dan 

menghambatl pelaksanaan programl tersebut.  Penelitian inil dilakukanl di tempat yangl 

sesuai denganl penelitian mengenai Badanl Usaha Milikl Kampung Dil Kampung Tahimal 

Soroma Kayol Pulau Distrikl Jayapura Selatanl Kota lJayapura, karena kampung inil 

memiliki sebuahl Badan Usahal Milik Kampung yangl telah lberdiri. 

Dalaml penelitian mengenai Implementasil Kebijakan Programl Badan Usahal 

Milik Kampung Dil Kampung Tahimal Soroma Kayol Pulau Distrikl Jayapura Selatanl Kota 

lJayapura, yangl menjadi instrumenl utama penelitianl adalah penelitil sendiri. Penelitil 

kualitatif sebagail human linstrument, berfungsil menetapkan fokus lpenelitian, memilihl 

informan sebagail sumber ldata, menafsirkanl data danl membuat kesimpulanl atas 

lsemuanya. 

Sumberl data dalaml penelitian inil adalah lkata-katal dan tindakanl para 

informanl sebagai datal primer danl data sekunder. Adapunl teknik yangl digunakan 

penelitil dalam pengumpulanl data dalaml penelitian inil adalah wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Analisis datal merupakan prosesl menyusun ataul mengolah datal agar 

dapatl ditafsirkan lebihl lanjut, untukl itu datal yang dapatl dianalisis denganl 

nmenggunakan analisisl data kualitatifl menurut Milesl dan Hubermanl dalam Moleong 

(2006) yangl terdiri dari reduksil data, penyajianl data, dan menarikl kesimpulan 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Georgel C. Edwardl III dalaml Agustino (2008:149) menemakanl implementasi 

kebijakanl publiknya denganl Direct andl Indirect Impactl on lImplementation. Dalaml 

pendekatan yangl diteorikan olehl Edward lIII, terdapatl empat variabell yang sangatl 

menentukan keberhasilanl implementasi suatul kebijakan, yaitul (1) Komunikasi, terdapatl 

tiga indikatorl yang dapatl dipakai (ataul digunakan) dalaml mengukur keberhasilanl variabel 

komunikasil tersebut ldiatas, yaitul transmisi; Kejelasan; konsistensi. (2) Sumberdaya, 

lsumber-sumberdayal terdiri daril beberapa lelemen, yaitul staf; Informasi;lWewenang; 

Fasilitas. (2) Disposisi, lhal-hall penting yangl perlu dicermatil pada variabell disposisi, 

menurutl George lC. Edwardl III, adalahl Pengangkatanl Birokrat; lInsentif. (4) Strukturl 

Birokrasi, dual karakteristik, menurutl Edward lIII, yangl dapat mendongkrakl kinerja 
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strukturl birokrasi / organisasil ke arahl yang lebihl baik, adalahl Melakukanl Standar 

Operatingl Prosedurs (lSOPs); Melaksanakanl Fragmentasi. 

Berdasarkanl penjelasan dil atas dapatl disimpulkan bahwal dalam implementasil 

suatu kebijakanl sangat dipengaruhil oleh adanyal komunikasi yangl baik danl jelas antaral 

individu maupunl lembaga lterkait, baikl yang menjadil pelaksana maupunl sasaran 

lkebijakan; pemenuhanl sumber dayal yang ldibutuhkan; sikapl atau perilakul para 

implementorl yang lbaik; sertal struktur birokrasil yang dinamisl dan fleksibell dalam artianl 

tidak kakul atau lberbelit-lbelit. 

Badanl Usaha Milikl Kampung (BUMKam) adalahl lembaga usahal kampung yangl 

dikelola olehl masyarakat danl pemerintahan kampung dalaml upaya memperkuatl 

perekonomian kampung danl dibentuk berdasarkanl kebutuhan danl potensi kampung. 

Menurutl Undang-Undangl nomor 6l Tahun 2014l tentang Kampung, BUMKam didirikanl 

antara lainl dalam rangkal peningkatan Pendapatanl Asli Kampung (PAKam). Sebagail 

lembaga ekonomil yang beroperasil di perkampungan, BUMKam harusl memiliki perbedaanl 

dengan lembagal ekonomi padal umumnya. Inil dimaksudkan agarl keberadaan danl kinerja 

BUMKam mampul memberikan kontribusil yang signifikanl terhadap peningkatanl 

kesejahteraan masyarakatl kampung. Disampingl itu, supayal tidak berkembangl sistem 

usahal kapitalistis dil perkampungan yangl dapat mengakibatkanl terganggunya lnilai-nilail 

kehidupan lbermasyarakat. 

Keterlibatanl pemerintah kampung sebagail pendiri BUMKam bersamal masyarakat 

diharapkanl dapat memenuhil Standar Pelayananl Minimal (lSPM) yangl diwujudkan dalaml 

bentuk perlindunganl atas potensil intervensi yangl merugikan daril pihak lketiga. 

Pemerintahl kampung harusl ikut berperanl pada pembentukanl BUMKam sebagail badan 

hukuml yang berpegangl pada tatal peraturan lperundang-undanganl yang lberlaku. Namunl 

demikian, pembentukanl BUMKam masihl menghadapi berbagail hambatan sehinggal 

tujuan pembentukanl BUMKam beluml dapat tercapail sesuai denganl mestinya (Maryuani, 

2007). 

3.1. Implementasi Program BUMKam di Kampung Tahima Soroma Kota Jayapura  

Implementasil kebijakan publikl memberikan ruangl bagi sebuahl kebijakan yangl 

dirumuskan untukl secara aktifl dilaksanakan. Padal proses implementasil tersebut adal 

beberapa hall yang harusl diperhatikan danl dijadikan lpertimbangan. Edwardl III 

mengemukakanl ada 4l hal pentingl yang mempengaruhil proses implementasil sebuah 

lkebijakan, yaknil komunikasi, sumberl daya, disposisil atau sikapl para pelaksanal dan 

kesesuaianl struktur lbirokrasi. 

 

 

3.1.1. Komunikasi  
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Daril hasil wawancaral yang dilakukanl oleh penelitil menyatakan lbahwa, 

komunikasil yang dilakukanl oleh pengelolal Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma 

Kayo Pulau rutinl dilakukan setiapl 3 bulanl sekali denganl mendatangkan seluruhl anggota 

pengurusl dan perwakilanl dari pemerintahl Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau. 

Komunikasil tersebut digunakanl untuk membahasl program-programl kerja Badan Usaha 

Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau. Hanyal saja daril komunikasi ltersebut, 

intensitasl dan fokusl anggota untukl mengikuti rapatl masih lkurang. Selainl komunikasi 

antarl organisasi, daril wawancara yangl dilakukan penelitil mendapatkan datal mengenai 

aktivitasl pelaksana. 

Berdasarkanl data yangl didapat danl teori daril indikator komunikasil antar 

organisasil dan aktivitasl pelaksana dapatl dianalisis bahwal komunikasi yangl dilakukan olehl 

Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau sifatnyal sudah terstrukturl dengan 

baikl yaitu rutinl dilaksanakan setiapl 3 bulanl sekali. Hanyal saja daril komunikasi tersebutl 

belum bisal menciptakan koordinasil secara lmenyeluruh, dikarenakanl kurangnya 

intensitasl dari anggotal yang menghadiril rapat ltersebut. Sedangkanl aktivitas pelaksanal 

yang diwujudkanl dalam programl pelatihan danl pemberdayaan masyarakatl sejauh inil 

sudah masukl ketahapan pemberdayaanl walaupun beluml keseluruhan. Hall tersebut 

terkendalal dari minatl para pesertal pelatihan yangl masih kurangl sehingga untukl ke tahapl 

pemberdayaan beluml bisa dicapail secara lmaksimal. 

3.1.2. Sumber Daya  

Selain sumberl daya lmanusia, sumberl daya finansial Badanl Usaha Milikl Kampung 

Tahima Soroma Kayo Pulau jugal akan dikajil di lsini. Penelitil mendapatkan datal bahwa 

sumberl daya finansiall Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau sudahl 

cukup untukl operasional setiapl programnya. Danal tersebut berupal bantuan baikl 

penyertaan modall dari pemerintahl kampung maupunl bantuan daril pemerintah 

lkabupaten/kota danl provinsi. 

Berdasarkanl data danl teori ltersebut, makal dapat dianalisisl bahwa sumberl daya 

yangl ada dil Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau masihl kurang. Hall 

tersebut dikarenakanl dari strukturl kepengurusan hanyal ada kepengurusanl inti. Sehinggal 

kurangnya tenagal untuk prosesl implementasi lprogram. Selainl itu, sumberl daya manusial 

yang adal di Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau sifatnyal masih 

relawanl dan merupakanl pekerja lsosial. Makal sangat sulitl untuk mencaril orang-orangl 

yang lbetul-betull mau bekerjal untuk menciptakanl masyarakat yangl berdaya. Daril hal 

tersebutl dapat dikatakanl bahwa kurangnyal kompetensi danl kapabilitas daril sumber dayal 

manusia yangl ada dil Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau. Sedangkan 

dari sumber daya finansial Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau dapat 

dikatakanl cukup untukl operasional lprogram. Hall tersebut dikarenakanl adanya 

penambahanl modal untukl setiap ltahunnya. Sehinggal dari danal tersebut dapatl 
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menunjang implementasil program BUMKam dalaml meningkatkan pemberdayaanl 

ekonomi lMasyarakat.  

3.1.3. Disposisi  

Sikap dan kecenderungan para pelaksana menjadi salah satu penentu dalam proses 

pengimplementasian suatu program. Berdasarkan data yang didapatkan, sikap dan 

kecenderungan para pelaksana adalah berupa sikap penerimaan atas program 

pemberdayaan yang telah dibuat. Penerimaan tersebut berasal dari organisasi formal 

seperti pemerintah desa, tetapi dari organisasi informal seperti organisasi masyarakat belum 

menerima program tersebut secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya 

sosialisasi antara pihak pelaksana dan Masyarakat. 

Dari data dan teori yang disebutkan di atas, dapat dianalisis bahwa sikap dan 

kecenderungan para agen pelaksana program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Badan 

Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau masih berupa sikap penerimaan yang 

belum menyeluruh. Sehingga masih diperlukannya sosialisasi kepada pihak masyarakat agar 

program tersebut dapat diterima secara penuh oleh berbagai lapisan organisasi dan 

masyarakat. Selain itu, pola kebijakan yang sifatnya top-down menyebabkan para pengambil 

keputusan tidak mengetahui kebutuhan keinginan atau permasalahan yang dialami oleh 

Masyarakat.  

3.1.4. Struktur Birokrasi  

Proses implementasi program Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo 

Pulau dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang menjadi ukuran keberhasilan 

program tersebut berupa target peserta dan output atau hasil yang didapatkan oleh 

masyarakat yang mengikuti program tersebut. 

Dari paparan data dan teori diatas, ukuran keberhasilan dari program pemberdayaan 

ekonomi masyarakat masih dalam skala kecil. Selain itu, tujuan dari program tersebut belum 

sepenuhnya terealisasi dan menghasilkan output yang diharapkan. Dari implementasi 

program Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau dalam pemberdayaan 

ekonomi masyarakat mengenai struktur birokrasi tersebut belum ada kejelasan. Artinya 

belum di tetapkan target khusus kapan program tersebut bisa memberdayakan seluruh 

masyarakat kampung. Sehingga dapat dikatakan program tersebut hanya berjalan apa 

adanya. 

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program BUMKam di Kampung  

           Tahima Soroma Kota Jayapura  

Proses implementalsi kebijalkaln publik tidalk lepals dalri falktor pendukung daln falktor 

penghalmbalt. Falktor pendukung daln penghalmbalt tersebut memiliki pengalruh balik secalral 

lalngsung malupun tidalk lalngsung terhaldalp implementalsi sebualh kebijalkaln publik. 

3.2.1. Faktor Pendukung  
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Pertama, Kesejahteraan. Kesejalhteralaln malsyalralkalt aldallalh kondisi terpenuhinyal 

kebutuhaln dalsalr yalng tercermin dalri rumalh yalng lalyalk, tercukupinyal kebutuhaln salndalng 

daln palngaln, bialyal pendidikaln daln kesehaltaln yalng muralh daln berkuallitals altalu kondisi 

Dimalnal setialp individu malmpu memalksimallkaln utilitalsnyal paldal tingkalt baltals alnggalraln 

tertentu daln kondisi Dimalnal tercukupinyal kebutuhaln jalsmalni daln rohalni. Tujualn lalin yalng 

dalpalt dicalpali oleh keberaldalaln BUMKalm aldallalh, menyusun rencalnal kemitralaln usalhal alntalr 

desal daln berkolalboralsi dengaln pihalk ketigal untuk menciptalkaln pelualng daln jalringaln palsalr 

mendukung kebutuhaln pelalyalnaln publik walrgal daln lalpalngaln kerjal terbukal, meningkaltkaln 

kesejalhteralaln sosiall melallui perbalikaln pelalyalnaln publik, pertumbuhaln daln pemeraltalaln 

ekonomi, sertal meningkaltkaln pendalpaltaln utalmal daln pendalpaltaln balgi malsyalralkalt 

perkalmpungaln. 

Kedua, Partisipasi. Palrtisipalsi malsyalralkalt menjaldi hall yalng salngalt penting dallalm 

mencalpali keberhalsilaln daln keberlalnjutaln sertal menjaldi sallalh saltu tolalk ukur keberhalsilaln 

Progralm BUMKalm. Falktor yalng menjaldi pendorong utalmal palrtisipalsi malsyalralkalt aldallalh 

falktor kemalualn dalri malsyalralkalt. Perencalnalaln daln pendirialn BUMKalm aldallalh yalng 

terpenting. Inisialtif malsyalralkalt perkalmpungaln BUMKalm dallalm mengembalngkaln usalhal 

daln perekonomialn pedesalaln perlu ditalngalni dengaln halti-halti. Dukungaln penuh terhaldalp 

pertumbuhaln ekonomi nalsionall, ekonomi perkalmpungaln kualt daln menjalnjikaln. Visi 

pemerintalh untuk keberlalnjutaln BUMKalm terkonfirmalsi dallalm upalyal menumbuhkaln 

BUMKalm dengaln menyedialkaln pendalnalaln. 

3.2.2. Faktor Penghambat  

Pertama, Akses. Keberaldalaln BUMKalm memiliki tujualn untuk meningkaltkaln 

perekonomialn di kalmpung, pengoptimallaln alset di kalmpung, daln meningkaltkaln progralm 

usalhal malsyalralkalt kalmpung. Meskipun dallalm pengalnggalraln dalnal BUMKalm sudalh 

meneralpkaln prinsip alkuntalbilitals, daln tralnspalralnsi, bukaln beralrti tidalk memiliki malsallalh 

dallalm pembualtaln lalporaln keualngaln BUMKalm. Semalkin berkembalng BUMKalm malkal 

semalkin kompleks pulal kendallal yalng alkaln diallalmi. Pengelolal altalu pengurus daln malsyalralkalt 

dallalm pengelolalaln BUMKalm meralsal rumit dallalm mengalkses kalrenal tidalk aldal salralnal daln 

pralsalralnal terkhusus untuk BUMKalm. Hall itu dalpalt dilihalt aldal balnyalk tugals daln kewaljibaln 

yalng halrus dikerjalkaln semalksimall mungkin, mengenali lalporaln halrialn, daln lalin-lalin. 

Sehinggal kinerjal pelalku pengelolal tidalk terhalmbalt aldalnyal salralnal daln pralsalralnal BUMKalm, 

sehinggal pengelolalaln BUMKalm berjallaln dengaln balik, daln malju untuk kedepalnnyal. 

Kedua, Kontrol. Kehaldiraln Baldaln Usalhal Milik Kalmpung dallalm pelalksalnalaln progralm 

daln operalsionall tidalk dalpalt dipisalhkaln dalri alnggotalnyal. Sebalgali sebualh institusi 

keberaldalaln modall komersiall aldallalh sallalh saltu denyut naldi kehidupaln daln tumbuh. 

Kesialpaln modall perusalhalaln pun alkaln mengallalmi kemunduraln. Pelalksalnalaln kegialtaln 

keterlibaltaln malsyalralkalt yalng tinggi paldal kegialtaln BUMKalm oleh BUMKalm daln kelompok 

malsyalralkalt yalng bekerjal salmal dengaln Baldaln Usalhal Milik Kalmpung. Permalsallalhaln yalng 

muncul aldallalh belum aldalnyal potensi kalmpung, dikalrenalkaln belum bisal dikembalngkaln oleh 
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BUMKalm kalrenal tidalk aldal pengontrolaln. Selalin itu, aldministraltor bekerjal secalral sukalrelal 

talnpal aldal galji setialp bulaln. 

BUMKalm berperaln penting daln menyedialkaln malsyalralkalt berkontribusi, tidalk bisal 

dikaltalkaln sebalgali yalng terbesalr, yalitu ketimpalngaln dallalm kesejalhteralaln penduduk malsih 

aldal. Hall tersebut kalrenal malsih balnyalk halmbaltaln seperti kuralngnyal dalnal, pengetalhualn 

publik daln kinerjal yalng kuralng optimall daln pengurus BUMKalm itu sendiri. 

3.3. Upaya Pemerintah Kampung dalam Implementasi Program BUMKam di Kampung  

       Tahima Soroma Kota Jayapura 

Baldaln Usalhal Milik Kalmpung Talhimal Soromal Kalyo Pulalu merupalkaln lembalgal usalhal 

Kalmpung Talhimal Soromal Kalyo Pulalu yalng dikelolal oleh malsyalralkalt daln pemerintalh 

Kalmpung Talhimal Soromal Kalyo Pulalu dallalm upalyal memperkualt perekonomialn Kalmpung 

Talhimal Soromal Kalyo Pulalu daln dibentuk berdalsalrkaln kebutuhaln daln potensi Kalmpung 

Talhimal Soromal Kalyo Pulalu. Pembentukaln Baldaln Usalhal Milik Kalmpung Talhimal Soromal 

Kalyo Pulalu didalsalrkaln paldal kebutuhaln, potensi daln kalpalsitals Kalmpung Talhimal Soromal 

Kalyo Pulalu sebalgali upalyal peningkaltaln kesejalhteralaln malsyalralkalt. Perencalnalaln daln 

pembentukaln Baldaln Usalhal Milik Kalmpung Talhimal Soromal Kalyo Pulalu aldallalh altals pralkalrsal 

malsyalralkalt Kalmpung Talhimal Soromal Kalyo Pulalu daln terdalpalt intervensi dalri pemerintalh 

Kalmpung Talhimal Soromal Kalyo Pulalu. Pemerintalh pusalt halnyal mendalnali pembentukaln 

Baldaln Usalhal Milik Kalmpung Talhimal Soromal Kalyo Pulalu daln melalkukaln pengalwalsaln. 

Keterlibaltaln pemerintalh Kalmpung Talhimal Soromal Kalyo Pulalu sebalgali pendiri Baldaln Usalhal 

Milik Kalmpung Talhimal Soromal Kalyo Pulalu bersalmal malsyalralkalt dihalralpkaln malmpu 

memenuhi Stalndalr Pelalyalnaln Minimall (SPM) yalng diwujudkaln dallalm bentuk perlindungaln 

altals intervensi yalng merugikaln dalri pihalk ketigal (balik dalri dallalm malupun dalri lualr 

kalmpung). Pemerintalh desal halrus ikut berperaln paldal pembentukaln Baldaln Usalhal Milik 

Kalmpung Talhimal Soromal Kalyo Pulalu sebalgali baldaln hukum yalng berpijalk paldal taltal alturaln 

perundalng-undalngaln yalng berlalku, sertal sesuali dengaln kesepalkaltaln yalng terbalngun di 

malsyalralkalt Kalmpung Talhimal Soromal Kalyo Pulalu. 

 

4. SIMPULAN 

Implementalsi Kebijalkaln Progralm Baldaln Usalhal Milik Kalmpung Di Kalmpung 

Talhimal Soromal Kalyo Pulalu Distrik Jalyalpural Selaltaln Kotal Jalyalpural belum sepenuhnyal 

berhalsil. Hall tersebut dikalrenalkaln belum terpenuhinyal indikaltor-indikaltor keberhalsilaln 

dalri implementalsi kebijalkaln. Mulali dalri komunikalsi sudalh terstruktur tetalpi intensitals 

dalri alnggotal yalng malsih kuralng sehinggal alktivitals pelalksalnalaln belum bisal berjallaln 

lalncalr, kuralngnyal sumber dalyal malnusial, kalralkteristik algen pelalksalnal yalng belum 

sepenuhnyal tereallisalsi, sikalp sebalgialn algen pelalksalnal yalng belum bisal menerimal 

progralm yalng telalh dibualt, daln struktur birokralsi yalng belum jelals. 
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Falktor Pendukung daln Penghalmbalt Implementalsi Kebijalkaln Progralm Baldaln 

Usalhal Milik Kalmpung Di Kalmpung Talhimal Soromal Kalyo Pulalu Distrik Jalyalpural Selaltaln 

Kotal Jalyalpural terdalpalt falktor kesejalhteralaln daln falktor palrtisipalsi dallalm mendukung 

pelalksalnalalaln Progralm Baldaln Usalhal Milik Kalmpung Di Kalmpung Talhimal Soromal Kalyo 

Pulalu, sertal falktor alkses daln kontrol yalng menghalmbalt pelalksalnalalaln Progralm Baldaln 

Usalhal Milik Kalmpung Di Kalmpung Talhimal Soromal Kalyo Pulalu. Upalyal Pemerintalh 

Kalmpung Dallalm Implementalsi Kebijalkaln Progralm Baldaln Usalhal Milik Kalmpung Di 

Kalmpung Talhimal Soromal Kalyo Pulalu Distrik Jalyalpural Selaltaln Kotal Jalyalpural sebalgali 

sallalh saltu upalyal pengentalsaln kemiskinaln gunal mewujudkaln kesejalhteralaln malsyalralkalt 

khususnyal di perkalmpungaln. 

Adapun rekomendasi dari hasil riset ini, pertama  balgi Pengurus Baldaln Usalhal 

Milik Kalmpung Di Kalmpung Talhimal Soromal Kalyo Pulalu untuk melalkukaln penyegalraln 

kepengurusaln dengaln calral melalkukaln pergalntialn pengurus sesuali dengaln kealhlialn 

dibidalngnyal daln menalmbalh stalf pembalntu algalr progralm dalri Baldaln Usalhal Milik 

Kalmpung Di Kalmpung Talhimal Soromal Kalyo Pulalu tidalk lalgi terbengkallali kalrenal 

kuralngnyal tenalgal malnusial. Kedua, Balgi Pemerintalh Kalmpung Talhimal Soromal Kalyo 

Pulalu untuk dihalralpkaln pemerintalh Kalmpung Talhimal Soromal Kalyo Pulalu dalpalt 

meningkaltkaln interalksi daln kepedulialn terhaldalp Baldaln Usalhal Milik Kalmpung Talhimal 

Soromal Kalyo Pulalu dengaln calral rutin melalkukaln kunjungaln daln pengalralhaln terhaldalp 

jallalnnyal progralm Baldaln Usalhal Milik Kalmpung Talhimal Soromal Kalyo Pulalu. Ketiga, Balgi 

Malsyalralkalt Kalmpung Talhimal Soromal Kalyo Pulalu untuk dihalralpkaln kepaldal malsyalralkalt 

Kalmpung Talhimal Soromal Kalyo Pulalu untuk bersedial berpalrtisipalsi dallalm progralm 

pemberdalyalaln yalng telalh dibualt oleh Baldaln Usalhal Milik Kalmpung Talhimal Soromal Kalyo 

Pulalu.  
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